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ABSTRAK :  - Bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah. Sesuai dengan Kesimpulan 
Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah 
Dalam Rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 tanggal 5 Juli 2011 sampai dengan 22 Juli 2011, pelaksanaan 
penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 yang mempersyaratkan penyerapan 
sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 
yang sudah disalurkan pada tahap sebelumnya tidak memperhitungkan penyerapan Dana Alokasi 
Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 di daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN No. 4438), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 
126, TLN No. 5167) sebagaimana telah diubah dengan UU 11 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 81, 
TLN No. 5233), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 137, TLN No. 4575), Keppres 56/P Tahun 2010, 
Permenkeu RI 126/PMK.07/2010 (BN Tahun 2010 No. 343), Permenkeu RI 216/PMK.07/2010 (BN 
Tahun 2010 No. 590). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2011 Tahap II dan Tahap III dilaksanakan 
setelah daerah menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahun Anggaran 2011 yang 
penggunaannya telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari penerimaan DAK Tahun Anggaran 
2011 sampai dengan tahap sebelumnya. Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahun Anggaran 2011 
tidak memperhitungkan porsi dan penyerapan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 bagi 
daerah yang belum melaksanakan penyerapan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011. 
Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan sesuai dengan 
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban 
anggaran transfer ke daerah. Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahun Anggaran 2011 Tahap I atau 
Tahap II disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal 
Perimbangan Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir. 
Pengawasan atas pelaksanaan penyaluran DAK Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2011 dan diundangkan pada tanggal 4 
Oktober 2011. 

  - Lampiran: halaman 4-7. 

 


